
DUA komisi yang sama-sama instrumen negara se-
dang berperang. Komisi III DPR, lembaga pembuat 
undang-undang, bertikai dengan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi, lembaga penegak hukum.

Pertikaian itu menyebabkan rapat kerja Komisi 
III dan KPK, kemarin, dibatalkan dewan. Padahal, 
pimpinan KPK lengkap hadir dalam raker yang me-
rupakan undangan Komisi III itu.

Pokok perkara yang membuat runyam adalah 
perbedaan persepsi antara KPK dan Komisi III ten-
tang posisi hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra 
Hamzah, dua pemimpin KPK. Partai Golkar dan 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan paling ngotot 
tidak mau bertatap muka dalam rapat dengan lem-
baga yang pemimpinnya berstatus tersangka.

Sebaliknya, KPK menganggap posisi Bibit dan 
Chandra bersih setelah 
Kejaksaan Agung me-
nge luarkan pendepo-
niran, atau pengesam-
pingan perkara.

Kita tidak ingin ter-
libat terlalu jauh pada 
posisi hukum yang 
menyandera Bibit dan 
Chandra atau tidak. 
Namun, logika seder-
hana mengatakan se-
seorang yang proses 
penuntutannya seba-
gai tersangka dicabut 
seyogianya bebas dari 
seluruh sangkaan.

Komisi III tidak adil terhadap KPK. Publik masih 
ingat bagaimana KPK meladeni raker dengan komisi 
itu yang diikuti sejumlah anggota Komisi III bersta-
tus tersangka dan berbicara paling lantang.

Komisi III juga lupa bahwa DPR pernah dipimpin 
seorang terdakwa bernama Akbar Tandjung yang 
adalah juga pemimpin Golkar.

Fakta itu mempertegas ketidaksukaan sekali-
gus double standard partai politik di DPR terhadap 
pemberantasan korupsi. Orang-orang partai di DPR 
ternyata hanya mendorong pemberantasan korupsi 
bila tidak merugikan partai mereka. Tatkala orang 
partai dijerat kasus korupsi, mereka muncul sebagai 
kekuatan yang menentang pemberantasan korupsi.

Tidak bisa dihindarkan kecurigaan publik terha-
dap ketidaksenangan Golkar dan PDIP terhadap 
KPK. Dari 19 anggota DPR yang ditahan KPK dalam 
kasus korupsi cek perjalanan pada pemilihan Deputi 
Gubernur Senior BI Miranda Goeltom, terbanyak 
adalah anggota dua partai itu.

Sikap mendua kalangan DPR ikut mempersulit 
pemberantasan korupsi sekarang ini. Mafi a hukum 
membelit di mana-mana sehingga DPR dan partai 
politik, di mata publik, menjadi lembaga yang paling 
tidak dipercaya bersama kepolisian dan kejaksaan.

KPK menjadi satu-satunya lembaga penegak hu-
kum yang masih mendapat kredibilitas di mata pub-
lik. Bila anggota dewan menyelami persepsi publik, 
seharusnya mereka tidak menzalimi KPK.

Fungsi representasi anggota DPR dicerminkan 
melalui kesesuaian pikiran dan pendapat mereka 
dengan persepsi yang hidup dan berkembang dalam 
masyarakat. Terus terang, di mata publik, DPR telah 
gagal menangkap suara rakyat.

Motif pertikaian Komisi III dan KPK tampak jelas. 
Golkar dan PDIP seperti burung unta, sembunyi 
kepala tetapi tampak ekor. Bahkan buruk muka, 
cermin dibelah.

Golkar 
dan PDIP 

seperti burung unta, 
sembunyi kepala 
tetapi tampak ekor. 
Bahkan buruk muka, 
cermin dibelah. ”

PRESIDEN Susilo Bambang 
Yudhoyono memerintahkan 
evakuasi melalui udara terha-
dap sekitar 6.200 WNI di Mesir 
karena situasi di negara tersebut 
terus memanas. 

Presiden menunjuk anggota 
Dewan Pertimbangan Presiden 
Hassan Wirajuda sebagai Ke-
tua Satgas Evakuasi dan Wakil 
KSAU Marsekal Madya Sukirno 
sebagai Wakil Ketua Satgas. 
Keputusan itu diambil setelah 
Presiden menggelar rapat di 
kantornya di Jakarta, kemarin. 
“Situasi politik di Mesir makin 
memburuk. Bisa mengancam 
keamanan, keselamatan, dan 
ketersediaan logistik bagi sau-
dara-saudara kita yang berada 
di Mesir,” ujar Presiden.

Dari 6.200 WNI di Mesir, 

sebanyak 4.200 merupakan 
mahasiswa. Satgas akan mengi-
rimkan tim pendahulu ke Mesir 
menggunakan pesawat Garuda 
jenis Boeing 747 berkapasitas 
428 orang dan akan tiba kem-
bali di Tanah Air pada Rabu 
(2/1) pukul 04.15 WIB. Dua 
maskapai swasta nasional, yaitu 
Lion Air dan Batavia Air, juga 
menyiapkan masing-masing 
satu pesawat evakuasi. Sumber 
pendanaan untuk evakuasi WNI 
diambil dari keuangan negara. 

Seusai rapat, Menlu Marty 
Natalegawa mengatakan pe-
merintah sudah menetapkan 
tiga titik penampungan WNI, 
yakni KBRI Kairo, sekolah In-
donesia, dan kantor konsuler 
di Kota Nasr.

Kemenlu menyebut 370 

wisatawan asal Indonesia yang 
berada di Mesir juga sudah 
difasilitasi untuk pulang. KBRI 
bersama wakil masyarakat In-
donesia di Mesir tengah menyu-

sun daftar prioritas WNI yang 
perlu dievakuasi, terutama, 
perempuan, dan anak-anak.

Di Mesir, demonstrasi terus 
berlanjut hingga masuk hari 

ketujuh. Ribuan orang berkum-
pul di Tahrir Square, pusat Kota 
Kairo, hingga kemarin dini hari. 
Tokoh oposisi dan penerima 
Hadiah Nobel Perdamaian 
Mohamed ElBaradei ikut hadir. 
Mereka mengimbau seluruh 
rakyat turun ke jalan hari ini 
untuk melengserkan Presiden 
Hosni Mubarak yang baru saja 
melantik kabinet baru.

Suasana mencekam akibat 
demonstrasi terus dirasakan 
WNI di Kairo. “Kami juga kesu-
litan makanan akibat tutupnya 
pasar, toko, dan money changer,” 
kata alumnus Universitas Al-
Azhar Mesir, Zuhairi Misrawi, 
yang sedang berada di Kairo, 
kepada Media Indonesia. (Nav/
M p s / * / C S / V K / D Y / A P /
Reuters/I-1)

DORONGAN agar organisa-
si kemasyarakatan (ormas) 
Nasional Demokrat menjadi 
partai politik berhembus ken-
cang dalam rapat pimpinan 
(rapimnas) I organisasi terse-
but. Dalam pandangan umum 
wilayah-wilayah, sejumlah 
daerah mendesak agar Nasional 
Demokrat segera dideklarasikan 
sebagai parpol.

Ketua  Umum Nasional 
Demokrat Surya Paloh dalam 
menanggapi pandangan umum 
wilayah-wilayah kemarin me-
ngatakan Nasional Demokrat 
adalah ormas yang mengerti 
politik dan berpolitik. ‘’Jadi 
kalau ada yang takut berpolitik, 
bukan tempatnya di Nasdem,” 
tegas Surya tadi malam.

Sepanjang hari kemarin, 
rapimnas mendengarkan pan-
dangan umum 33 wilayah Na-
sional Demokrat tersebar dari 
Aceh hingga Pa pua. Rapimnas I 
tersebut diikuti 3.317 peserta.

Diakui Surya, perdebatan 
mengenai arah Nasdem men-
jadi parpol atau ormas me-
nempatkan Nasdem dalam 
posisi dilematis. Surya tidak 
ingin Nasdem terjebak dalam 
kondisi dilematis tersebut.

Menurut dia, Rapimnas I Nas-
dem bukan untuk mengubah 
Nasdem menjadi partai politik. 

Keberadaan politikus dalam 
struktur Nasdem merupakan 
kekuatan yang dimiliki Nasdem 
sebagai ormas.

“Kita tidak boleh memosisi-
kan diri pada posisi dilematis. 
Mau menentukan menjadi par-
pol atau ormas itu namanya 
dilematis. Semua orang Nas-
dem adalah politikus yang cu-
kup piawai. Kita tahu di mana 
kekuatan dan kelemahan kita. 
Kita juga tahu kemenangan 
yang akan kita raih,” jelasnya.

Walaupun tercatat sebagai 
ormas, kata Surya, Nasdem te-
lah mengukir sejarah organisasi 
politik. Perkembangan Nasdem 
sejak satu tahun kelahirannya 
cukup pesat.

Nasional Demokrat yang 
mengusung semboyan Restorasi 
Indonesia akan melangsungkan 
acara puncak perayaan HUT I 
malam ini. (AO/X-4)

Berita terkait hlm 2

RAPAT internal Komisi III DPR a-
khirnya memutuskan penolakan 
kehadiran Bibit Samad Rianto 
dan Chandra M Hamzah sebagai 

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dalam setiap rapat apa pun di DPR.

Keputusan rapat internal itu diumumkan 
Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto 
Edy di Jakarta, kemarin. Rapat yang dihadi-
ri 38 anggota itu berlangsung alot sehingga 
keputusan diambil melalui voting.

“Hasil voting sebanyak 23 anggota meno-
lak serta 15 anggota lainnya menerima ke-
hadiran Bibit dan Chandra,” kata Tjatur.

Kalau melihat dari komposisi kelompok 
fraksi, kata dia, enam fraksi menolak keha-
diran Bibit dan Chandra. Mereka Fraksi Par-
tai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi 
PPP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura.

Tiga fraksi yang menerima kehadiran 
Bibit dan Chandra adalah Fraksi Partai 
Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman 
menegaskan pihaknya tidak memper-
masalahkan status Bibit dan Chandra seba-
gai pimpinan KPK yang sah. Komisi III ha-
nya mempersoalkan status tersangka yang 
masih melekat pada keduanya meski Jaksa 
Agung telah mengeluarkan surat pende-
poniran atas kasus dugaan penerimaan 
suap dan penyalahgunaan wewenang.

Mirip pasar
Komisi III DPR menggelar rapat dengar 

pendapat dengan KPK, kemarin. Rapat 
itu digelar hanya selang tiga hari setelah 
KPK menjebloskan 19 politikus ke tahanan 
terkait dengan dugaan suap pemilihan 
Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur 
Senior Bank Indonesia pada 8 Juni 2004. 
Para politikus yang ditahan itu berasal dari 
Golkar, PDIP, dan PPP.

Kader tiga partai itulah yang bersuara 
lantang menolak kehadiran Bibit dan Chan-
dra dalam rapat yang dipimpin Tjatur. “Se-
baiknya Pak Bibit dan Pak Chandra legowo 
meninggalkan ruangan ini,” pinta Trimedya 
Panjaitan dari F-PDIP.

Tidak kalah lantang Nudirman Munir 
dari Golkar. “KPK mulai tebang pilih. Salah 
satunya dalam kasus traveler’s cheque.”

Anggota dewan pun berebutan bicara. 
Suasana rapat mirip pasar. Tjatur menunda 
rapat selama 24 jam. Rapat dilanjutkan pada 
hari ini tanpa keha diran Bibit-Chandra.

Hendardi dari Setara Institute menilai 
telah terjadi saling teror antara DPR dan 
KPK. Namun, Ketua Masyarakat Profesio-
nal Madani Ismed Hasan Putro berharap 
agar KPK tidak surut oleh ancaman dan 

tekanan dari elite politik yang panik setelah 
penangkapan terhadap 19 politikus.

Mantan anggota Tim 8, Amir Syamsud-
din, mengatakan sulit mencegah penilaian 
bahwa DPR meneror KPK. Apalagi, alasan 

bahwa Bibit dan Chandra masih berstatus 
tersangka tidak berdasar. (Mad/X-3)

nurulia@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 2

EDITORIAL

Buruk Muka
KPK Ditolak

PARA peneliti menyimpul-
kan hubungan berkomit-
men jangka panjang, se-
perti pernikahan, berman-
faat bagi kesehatan mental 
dan fi sik seseorang. 

Penelitian yang dipimpin 
David Gallacher dari Fakultas 
Psikologi Universitas Cardiff, Inggris, 
mengungkapkan rata-rata orang yang menikah hidup lebih 
lama. Pada perempuan, pernikahan dapat meningkatkan 
kesehatan mental. Sementara itu, pada pria, pernikahan 
membuat kesehatan fi sik meningkat. Itu menjadi kombi-
nasi keseimbangan bagi sebuah pasangan.  

Mereka melakukan jajak pendapat terhadap 100 pa-
sangan yang menikah. Pertanyaan diberikan kepada par-
tisipan terkait dengan kondisi pernikahan dan kesehatan 
fi sik dan mental mereka. Sebesar 52% partisipan mengalami 
peningkatan kesehatan mental dan fi sik karena mampu 
berbagi semua permasalahan mereka, termasuk keuangan, 
karier, dan kesehatan pribadi. (Sciencedaily/*/X-5)

Pernikahan dan Kesehatan
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Indonesia Segera Evakuasi 6.200 WNI di Mesir

Anggota dewan berebutan 
bicara sehingga suasana 
rapat mirip pasar. Rapat pun 
diskors selama 24 jam.

EBET

NURULIA JUWITA SARI

RAPAT DISKORS: Ketua KPK Busyro Muqoddas (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Chandra 
M Hamzah dan Haryono Umar (kanan) bersiap mengikuti rapat dengan Komisi III DPR  di 
kompleks gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Rapat kemudian diskors, dilanjutkan hari ini.

Kalau ada yang 
takut berpolitik, 
bukan tempatnya 

di Nasdem.”

SALAT: Ribuan pengunjuk rasa melaksanakan salat di Tahrir Square, 
Kairo, Mesir, kemarin.
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LANGKAH MADRID 
MAKIN BERAT
Meski tampil dominan sepanjang 
laga, Los Blancos malah kalah 
0-1 dari Osasuna. Upaya Madrid 
mengejar Barcelona untuk 
menjuarai La Liga kian berat.

Olahraga, Hlm 28

SUDAN SELATAN 
PILIH MERDEKA
Masalah keamanan, 
kewarganegaraan, pembagian 
kekayaan, perbatasan, 
dan status Abyei masih 
menggantung di antara kedua 
Sudan.

Internasional, Hlm 12

AP/PETE MULLERAP/ALVARO BARRIENTOS

MI/M IRFAN

Pemasangan 
Iklan & Customer 

Service
No Bebas Pulsa:

08001990990 
e-mail:

cs@mediaindonesia.com 

Rp2.900/eks
(di luar P. Jawa 
Rp3.100/eks) 

Rp67.000/bulan
(di luar P.Jawa 

+ ongkos kirim) 

REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH

Surya Paloh
Ketua Umum Nasional Demokrat
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RAPIMNAS NASIONAL DEMOKRAT: Ribuan peserta Rapat Pimpinan Nasional I Nasional Demokrat dari 33 provinsi se-Indonesia memenuhi 
Jakarta Convention Center untuk mengikuti rapat pada hari kedua, di Jakarta, kemarin. 

telah Kejaksaan Agung (Keja-
gung) menyatakan memberi 
mereka pendeponiran. 

Anggota Komisi III dari F-
Gerindra Desmond J Mahesa 
melontarkan interupsi perdana. 
“Saat Pak Busyro Muqoddas 
di-fit and proper test ditanya 
mengenai status tersangka Bibit 
dan Chandra. Apakah Bibit-
Chandra kita hormati atau kita 
minta keluar dari ruangan?” 
tukas dia. 

Interupsi itu langsung di-
sambut anggota dari F-PKS 
Nasir Djamil. “Meski Kejaksaan 
Agung sudah memberikan 
hadiah besar dengan pende-
poniran, enam fraksi menolak 
pendeponiran. Itulah keputus-
an politik hukum kita yang kita 
putuskan pada 13 November 
2010,” katanya.

Anggota Komisi III dari F-

Hanura Syarifuddin Sudding 
berusaha mengembalikan pem-
bahasan sesuai dengan agenda 
rapat, yaitu prosedur operasi 
standar penanganan kasus 
oleh KPK, kasus skandal Bank 
Century, kasus pajak Gayus 
Tambunan, dan kasus menon-
jol lain. 

Akan tetapi, tawaran itu 
ditepis anggota Komisi III 
dari F-PG Nudirman Munir. 
“Sebaiknya kita konsisten un-
tuk tidak mengundang Pak 
Bibit dan Chandra dalam rapat 
ini.” 

Namun, anggota Komisi 
III dari F-PD Ruhut Sitompul 
menolak permintaan kolega-
nya. “Kalau kedua pemimpin 
KPK dipersoalkan, bisa dibakar 
Gedung DPR ini sebelum di-
bangun yang baru. Biarkanlah 
mereka berlima bekerja. Kita 

SEMANGAT kebersamaan 
menuju masa depan yang 
lebih baik lagi diwujud-

kan dengan kehadiran ribuan 
orang dalam Rapat Pimpinan 
Nasional (Rapimnas) Nasional 
Demokrat di Jakarta.

“Total ada 3.317 peserta 
dalam Rapimnas I Nasional 
Demokrat ini. Untuk 
menampung banyaknya 
jumlah peserta, panitia telah 
menyediakan delapan hotel 
dan 75 bus bagi keperluan 
akomodasi dan transportasi 
selama di Jakarta,” tutur 
Ketua Komite Pelaksana 
(OC) Rapimnas I dan 
HUT Nasional Demokrat 
Enggartiasto Lukita.

Rapimnas perdana 
sekaligus sebagai bagian 
dari ulang tahun pertama 
organisasi masyarakat ini 
digelar di Jakarta Convention 
Center, Jakarta, Senin (31/1). 

Jumlah 3.317 peserta itu 
terdiri dari pengurus pusat, 
dewan pertimbangan, dewan 
pakar, deklarator 73 orang, 
pengurus wilayah dari 33 
provinsi, dan pengurus 
daerah tingkat II 2.551 
orang. Kemudian pengurus 
kecamatan 317 orang, peserta 
perorangan 100, peninjau dan 
undangan 274 orang serta 
perwakilan lepas 2 orang.

“Tentu tidak mudah 
mengurus begitu banyaknya 
peserta rapimnas. 
Infrastruktur kami baru 
pertama kalinya menggelar 
acara sebesar ini. Usia dari 
para pengurus juga masih 
baru. Dari administrasi kami 
mengakui agak keteteran, 
misalnya saat mengurusi 
daftar peserta yang beberapa 
kali terjadi perubahan nama 
atau saat check-in ke hotel 
sempat terjadi penumpukan 

peserta,” papar Enggartiasto.
Panitia acara sebenarnya 

telah membatasi jumlah 
peserta, yakni 24 orang 
(terdiri dari perwakilan di 
provinsi, kabupaten/kota, 
kecamatan, dan pengurus 
yang belum diresmikan). 
Namun, tetap saja ada daerah 
yang mengirimkan wakil 
melebihi jumlah kuota.

“Biasanya mereka yang 
berasal dari provinsi besar, 
rata-rata pesertanya banyak. 
Contohnya Sumatra yang 
meminta hingga 600 peserta 
atau Papua yang satu kota 
meminta 100 orang,” ujar 
Enggartiasto.

“Daerah yang jumlah 
pesertanya melebihi 
kuota mengatakan siap 
menanggung semua 
biaya transportasi. Kalau 
dari panitia sendiri kami 
menanggung akomodasi, 

konsumsi, dan transportasi 
selama di Jakarta,” imbuhnya.

Hanya tekad sama untuk 
melakukan perubahan yang 
lebih baik lagi sajalah yang 
membuat mereka rela untuk 
datang, walau harus merogoh 
kocek sendiri.

Umur satu tahun jika 
dikaitkan dengan usia 
manusia, belumlah berarti 
apa-apa. Namun, Nasional 
Demokrat sesaat setelah 
dilahirkan, langsung bisa 
menggeliat dan mampu 
memberikan warna buat 
republik ini. Usia bukanlah 
halangan untuk berkiprah. 
Ibarat pepatah, sekali layar 
terkembang surut kita 
berpantang. Layar restorasi 
sudah dibentangkan, 
dan nakhoda juga sudah 
mengarahkan perahu menuju 
Indonesia yang lebih baik. 
(*/R-2)

ARYO BHAWONO

TUMPUKAN masalah 
hukum, ekonomi, sosial 
dan politik di daerah 
yang tak kunjung sele-

sai, membuat resah masyarakat. 
Di sisi lain, pemerintah mau-

pun partai politik (parpol) se-
makin tidak bisa diandalkan 
untuk menyerap aspirasi yang 
berkembang. 

Aspirasi masyarakat akhir-
nya mandek karena cenderung 
terhenti dalam prosedur di 
tataran teknis. Keresahan itu 
terungkap dalam Rapat Pim-
pinan Nasional (Rapimnas) I 
Nasional Demokrat di Jakarta 
Convention Center (JCC), ke-
marin.

“Kekosongan ini harus segera 
diisi. Jika kondisi ini dibiarkan, 
permasalahan daerah takkan 
terselesaikan,” ucap Ketua 
Bidang Organisasi dan Keang-
gotaan Nasional Demokrat 
Ferry Mursyidan Baldan. 

Sejatinya, yang memimpin 
pemecahan masalah di daerah 
adalah pemerintah pusat, pe-
merintah daerah, dan kalangan 
legislatif. Parpol yang seha-
rusnya membuka sumbatan 
aspirasi itu malah ikut terkena 
penyakit yang sama.

Kekosongan peran itulah 
yang coba dibuka oleh organi-
sasi masyarakat (ormas) Nasio-
nal Demokrat. 

“Kami ingin berperan secara 
luas melalui restorasi Indone-
sia. Jadi gerakan ini menyelu-
ruh, tapi terspesifi kasi, mana 
permasalahan nasional dan 
mana permasalahan pusat. 
Kami akan memilah dan me-
nyelesaikan walaupun sekadar 

Pemimpin yang Amanah
MASALAH dasar bangsa ini bukan soal visioner atau tidak 
seorang pemimpin, walau sistem yang baik tentu akan 
membantu pencapaian rencana. Bangsa ini membutuhkan 
negarawan yang mau dan mampu memimpin, dengan me-
ninggalkan nafsu berkuasa demi memperoleh seluruh fasilitas 
untuk kemewahan pribadi/golongan seperti dipertontonkan 
sampai dewasa ini.

Kahar Zakir

Pemimpin Nyata
RAKYAT butuh pemimpin yang nyata, bukan hanya sekadar tin-
dakan isapan jempol belaka dan curhat yang tidak sepantasnya 
dikeluarkan dari mulut seorang pemimpin.

Ridwansyah

Belum Ada Perubahan
KESIMPULANNYA, dari sejak merdekanya bangsa Indonesia 
dan dari rezim pemerintah yang dulu sampai sekarang, sama 
sekali tidak ada perubahan terhadap tingkat kesejahteraan bangsa. 
Lantas apa yang telah dikerjakan pemerintah selama ini? Hal ini 
merupakan pukulan telak bagi pemerintah bangsa kita.

Melfi n Japaria

Pengangguran masih Banyak
BETUL karena pengangguran makin banyak. Tolong kedepankan 
masalah ini.

Taufi q Ibrahim Athabrany 

DALAM simposium yang digelar 
Nasional Demokrat bertajuk Ge-
rakan Perubahan untuk Restora-
si Indonesia, Minggu (30/1), 
Rektor Universitas Paramadina 
Anies Baswedan mengemuka-
kan persoalan utama yang di-
hadapi Indonesia saat ini adalah 
krisis integritas, terutama di level 
pemimpin.

Kondisi Indonesia kini tidak 
berbeda dengan masa 1945-an. 
Tingkat kemiskinan pada saat itu 
sama dengan pada masa kini, 
persoalannya terletak di lemah-
nya kepemimpinan. 

Apa sikap masyarakat atas 
pemikiran itu? Berikut sejumlah 
pendapat dari pembaca yang 
masuk ke www.mediaindonesia.
com, Facebook Harian Umum 
Media Indonesia, dan interupsi@
mediaindonesia.com.

MI/USMAN ISKANDAR

Harus Berani dan Amanah
Makin Terpuruk
KREDIBILITAS menurun dan loyalitas yang salah arah makin 
membuat bangsa ini terpuruk. Kesenjangan sosial ekonomi se-
makin memicu krisis di semua lini kehidupan bangsa. Pergolakan 
di level bawah masyarakat tidak dapat dibungkam kebijakan 
politis dari kaum birokrat. Studi intelektual tidak akan berpeng-
aruh bila masyarakat membungkamkan dirinya dengan semangat 
egosentrisme yang berlebihan. Tatanan demokrasi sekarang juga 
sudah melenceng dari kaidah pemufakatan. 

DrsGalieh Bsc

Memperjuangkan Rakyat
BETUL, saat ini Indonesia mendambakan pemimpin yang dapat 
mewujudkan aspirasi dan suara hati rakyat kecil.

Norien Rjl

Pemimpin Harus Berani
SEORANG pemimpin harus cepat berpikir, bertindak, dan berani 
menghadapi risiko. Kalau bersih dan jujur, pemimpin pasti berani 
bertindak. Pertanyaan kita sekarang, adakah pemimpin yang bersih 
dan jujur? Tentu jawabnya ada. Siapakah dia? Tentunya yang belum 
terkontaminasi dengan kekuasaan, jabatan, dan politik uang.

Satrio Piningit

jadi media pengisi kebuntuan,” 
jelasnya.

Dalam mengisi kekosongan 
tersebut, Ketua Dewan Pertim-
bangan Nasional Demokrat Sri 
Sultan Hamengku Buwono X 
berpendapat masyarakat harus 
dilibatkan sebagai subjek. 

Pasalnya, masyarakat meru-
pakan pihak yang memahami 
akar permasalahan dan ken-
dala penyelesaian. “Nasional 
Demokrat bisa saja mengambil 
peran untuk menyalurkan dan 
menjadi mitra kerja sama pe-
merintah daerah,” jelasnya.

Semangat restorasi tersebut 
ditampakkan oleh pengurus 
Nasional Demokrat di 33 pro-
vinsi di Indonesia. Dari lapor-
an daerah yang disampaikan, 
sebagian besar pengurus ber-
harap organisasi ini berubah 
menjadi parpol. “Kami ingin 

Kekosongan peran pemerintahan dan politik 
di daerah harus segera diisi. 

Keran Aspirasi 
Masyarakat 
Tersumbat

PENGANTAR

Kekosongan ini 
harus segera diisi. 

Jika kondisi ini dibiarkan, 
permasalahan daerah 
takkan terselesaikan.”
Ferry Mursyidan Baldan
Ketua Bidang Organisasi dan 
Keanggotaan Nasional Demokrat

MI/AGUNG WIBOWO

Interupsi Selengkapnya di mediaindonesia.com

Layar Restorasi sudah Terbentang

Komisi III 
Serang 

Bibit-
Chandra

harus hormati asas praduga 
tidak bersalah,” kata dia. 

Saan Mustofa dari F-PD me-
nimpali, “Kita tidak perlu mem-
persoalkan dua pemimpin yang 
hadir di sini. Mari kita fokus 
pada agenda,” kata Saan. 

Banjir interupsi berlangsung 
sekitar 1 jam, tanpa memasuki 
materi rapat. Akhirnya, rapat 
diskors selama 15 menit un-
tuk lobi. Upaya itu juga gagal 
mencapai kesepakatan. Lalu, 
Komisi III menggelar rapat 
internal yang memutuskan 
penundaan RDPU selama 24 
jam tanpa melibatkan Bibit-
Chandra. 

Bibit mengaku tidak kecewa 
dengan respons Komisi III. 
“Saya enggak pernah kecewa. 
Dari awal siap saja. Kalau me-
reka masih berpendapat seperti 
itu, silakan saja,” kata Bibit.

Sejak menahan 19 politikus 
dalam kasus cek pelawat pada 
28 Januari, Bibit sudah mem-
perkirakan akan ada serangan 
balik. 

“Dari awal saya sudah ke-
pikiran .  Saya enggak mau 
mengait-ngaitkan, tetapi yang 
jelas ini satu fakta, mereka 
punya pendapat, silakan saja,” 
tuturnya.

Penolakan Komisi III DPR 
untuk menerima kehadiran 
mitra kerja berstatus tersangka 
bertolak belakang dengan 
sikap mempertahankan ang-
gota DPR yang berstatus ter-
pidana. 

Setidaknya, ada dua terpi-
dana dalam kasus berbeda yang 
dipertahankan sebagai anggota 
DPR, yakni As’ad Syam (F-PD) 
dan Dudhie Makmun Murod 
(F-PDIP). (Wta/Mad/P-1)

KPK DAN KOMISI III: Ketua KPK Busyro Muqoddas bersama Wakil 
Ketua KPK Bibit Samad Rianto (kiri) saat mengikuti rapat dengan 
Komisi III DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. 

MI/ADAM DWI

MI/M IRFAN

BEGITU rapat dengar pendapat 
umum (RDPU) antara Komisi 
III DPR dan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) dibuka  
Wakil Ketua Komisi III DPR 
dari F-PAN Tjatur Sapto Edy 
sekitar pukul 10.00 WIB, inte-
rupsi anggota dewan langsung 
membanjir. 

Hal itu terkait dengan status 
tersangka yang disandang pim-
pinan KPK Bibit Samad Rianto 
dan Chandra M Hamzah se-

Nasional Demokrat agar jadi 
partai politik,” seru perwakilan 
dari Manado. 

Perwakilan dari  Kepu-
lauan Riau berharap Nasional 
Demokrat segera membuat per-
ubahan di Indonesia. “Nasional 
Demokrat bagai setetes embun 
di tengah kehausan masyarakat 
akan perubahan.”

Namun, ada juga perwakilan 
dari Jawa Barat yang justru ber-
harap organisasi yang dibentuk 
pada 1 Februari 2010 itu tetap 
menjadi ormas. 

Sebelumnya, dalam simpo-
sium bertema Gerakan perubah-
an untuk restorasi Indonesia, 
pengamat otonomi daerah dari 
Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) Syamsudin 
Haris mengatakan krisis kepe-
mimpinan saat ini merupakan 
mata rantai krisis nasional 
yang tak kunjung putus sejak 
reformasi. 

Ia mencatat setidaknya ter-
dapat empat mata rantai krisis 
nasional pascareformasi, yakni 
akumulasi permasalahan pada 
rezim Orde Baru, gagalnya 
konsolidasi kekuatan politik 
sipil pada reformasi 1998, refor-
masi institusional yang tambal 
sulam, dan inkonsistensi paket 
UU bidang politik. 

“Inkonsistensi paket UU poli-
tik ini merupakan deal antarelite 
politik. Deal yang sempit ini 
tak mampu menghasilkan pe-
mimpin visioner. Mereka ingin 
menjadi pemimpin dan pejabat 
negara untuk memperkaya diri 
sendiri atau kelompok mereka 
saja,” ujarnya (Media Indonesia, 
31/1). (*/P-4)

bhawono@mediaindonesia.com

DISKUSI: Para tokoh nasional berdiskusi tentang gerakan integritas 
nasional, di Jakarta, Selasa (11/1). 




